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PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI BAGI  

UNIT PELAKSANA PROGRAM STUDI  (UPPS) 

 

 

A. Pendahuluan 

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi 

adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang 

pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya 

adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin 

dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik. Penerbitan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 

Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU UU No. 12 

Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada 

Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang 

dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan 

mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi 

ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar 

mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.  

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 

tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa 

standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu 

badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi 

yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 

2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas 
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SPMI dan SPME atau akreditasi.  SPMI adalah kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi 

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi 

di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus 

yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, 

budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.  

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh  dirancang  

dalam rangka  mengkonsolidasi diri  agar sejalan dan  mendukung  

Visi  UIN  Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang 

memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-

Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di 

bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan 

mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting 

dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara 

keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan 

untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, 

mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan  gerakan  

mutu  UIN  Ar-Raniry  Banda Aceh.  

Dalam inplementasinya untuk menjaga dan mengelola mutu, 

LPM UIN Ar-Raniry bekerjasa sama dan berkolaboransi dengan 

Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) aatu fakultas dan 

Pascasarjana untuk menjamin pelaksanaan dan budaya mutu. 

Untuk itu, sangat diperlukan adanya system penjaminan mutu 

internal di tingkat UPPS di UIN Ar-raniry Banda Aceh. 

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang 

diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI 
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UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi 

dan/atau melampaui standar  nasional   pendidikan   agar   

mampu   mengembangkan   mutu   pendidikan   yang 

berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

dijalankan sebagai: 

1.   Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku 

kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan 

universitas; 

2.   Pemenuhan   dan/atau   pelampauan   Standar   Nasional   

Pendidikan   agar mampu mengembangkan mutu pendidikan 

yang berkelanjutan. 

3. Organ Universitas secara  bersama-sama  menyusun  standar  

pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor. 

4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, 

manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam 

melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI; 

5.  Bukti otentik  bahwa  universitas  telah  memiliki  dan  

melaksanakan  SPMI sebagaimana diwajibkan menurut 

peraturan perundang-undangan 

 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, 

mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan 

pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang 

diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut 

dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur 

pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan 

menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem 

penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan 

pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu  
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mencakup  proses  perencanaan,  penerapan, pengendalian, 

evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi 

secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku 

kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh 

kepuasan.  

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan 

SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal 

mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan 

tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus 

penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang 

disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi 

(pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan 

Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama 

tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan 

merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.  

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi 

berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 

UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap 

perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri 

dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi 

dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan 

standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah 

dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti 

yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah 

standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang 

melampaui SN Dikti.  

Untuk membumikan mutu melalui best practice dan 

kebutuhan dokumen mutu di UPPS, maka LPM UIN Ar-raniry 

mengadalan pelatihan SPMI dan penyusunan dokumen mutu 
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untuk dijadikan sebagai pegangan dan standar mutu dalam 

mengelola dan memenej UPPS di UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

 

B. DasarHukum 

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4301);  

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4586); 

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5336); 

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5500); 

• Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 
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• Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 12 Tahun 2020 tentang 

Statuta Universitas Islam Negeri; 

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi 

• Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam NegeriAr-Raniry 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Tujuan kegiatan adalah memberikan informasi tentang 

pentingnya SPMI di UPPS dalam rangka menjamin budaya mutu, 

melatih tim gugus jaminan mutu UPPS dalam Menyusun dokumen 

mutu di UPPS UIN Ar-Raniry Banda Aceh.  

 
D. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Tempat dan Waktu 

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI dilaksanakan di 

kantor Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun 

kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yatitu tanggal 14 dan 15 

maret 2022.  

 
2. Narasumber  

Adapun narasumber kegiatan ini adalah ada 2 orang, yaitu dari 

narasumber eksternal dan internal. Nara sumber dari eksternal, yaitu 

Dr. Yusiani, M.Pd dan Dr. Ismail Fahmi Arrauf, M.Ag, Ketua dan Dosen 

LPM IAIN Langsa, sedangkan narasumber internal adalah Sekretaris 

LPM UIN Ar-Raniry, Dr. Buhori Muslim, M.Ag. 

 
3. Peserta 

Peserta pada pelatihan ini adalah berjumlah perwakilan dari 

Pengelola Gugus Jaminan Mutu (GJM) Unit Pengelola Program studi 
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(UPPS) dan Para Auditor LPM yang berada di UPPS UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh.  

 
4. Jadwal Kegiatan 

 

Hari/ Tgl Waktu Kegiatan Nara sumber Ket. 
 

 
Senin 

14/03/2022 

08.00 – 08.30 Pembukaan dan 
arahan 

Ketua LPM  

08.30 – 09.30  Kebijakan Nasional 
Mutu Perguruan 
Tinggi 

Dr. Buhori Muslim, 
M.Ag dan Dr. Ismail 
Fahmi Ar-Rauf 
Nasution, M.Ag  

 

09.30 – 09.45 Coffee break  Panitia  
09.45 – 10.45 Pemaparan tentang 

SN-Dikti, SPMI dan 
SPME 

Dr. Yusiani, M.Pd   

10.45 – 11.45 Kebijakan Mutu SPMI Dr. Buhori Muslim, M.Ag  
11.45 - 12.45 Manual Mutu SPMI Dr. Yusiani, M.Pd   
12.45 - 14.00 ISHOMA PANITIA  
15.00 - 16.00 Standar Mutu SPMI Dr. Yusiani, M.Pd  
16.00 - 16.30 Istrahat dan Shalat 

Ashar 
PANITIA  

16.30 - 17.30 Diskusi  Dr. Yusiani, M.Pd  

 

Hari/ Tgl Waktu Kegiatan Nara sumber Ket
. 

 

 

Selasa 

15/03/2022 

08.00 – 09.00 Formulir Mutu SPMI Dr. Yusiani, M.Pd   
09.00 – 10.00  Lanjutan  Dr. Yusiani, M.Pd  
10.00 – 10.15 Audit Mutu Internal 

(AMI) 
Dr. Yusiani, M.Pd  

10.15 – 11.15 Coffee break  Panitia  
11.45 – 12.45 Lanjutan Dr. Yusiani, M.Pd dan 

Dr. Buhori Muslim 
 

12.45 - 14.00 ISHOMA Panitia  
14.00-15.00 Praktek Penyusunan 

Dokumen Mutu SPMI 
Dr. Yusiani, M.Pd dan 
Dr. Buhori Muslim 

 

15.00-16.00 Praktek Penyusunan 
Dokumen Mutu SPMI 

Dr. Yusiani, M.Pd dan 
Dr. Buhori Muslim 

 

16.00-16.30 Istrahat dan Shalat 
Ashar 

Panitia  

16.30-17.30 Praktek Penyusunan 
Dokumen Mutu SPMI 

Dr. Yusiani, M.Pd dan 
Dr. Buhori Muslim 
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5. Panitia 

No NAMA GOL. JABATAN 

1. Prof. Dr. WarulWalidin AK, MA. IV/c Pengarah 

2 Dr. Gunawan, MA., Ph.D IV/a Pengarah 

3. Dr. Fuadi Mardatillah IV/b PenanggungJawab 

4. Dr. Buhori Muslim, M.Ag. IV/c Ketua 

5. Khairiah Syahabuddin, MA, 

Ph.D 

III/d Sekretaris 

6. Dr. Khatib, M.LIS. III/d Anggota 

7. Dr. Muhammad Maulana, 

M.Ag. 

IV/b Anggota 

8. Mari Ulfah, S.Pdi III/c Anggota 

9. Cut Khairiah, S.Pd.I  III/c Anggota 

10. Irwandi, A.Md. PK Anggota 

 

6. Biaya 

Kegiatan ini dibiayai oleh dana BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Tahun Anggaran 2021.  

 

E. Hasil yang Diperoleh  

1. Peningkatan pemahaman para pengelola Gugus Jaminan Mutu 

GJM dan para Auditor AMI terhadap pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry dan UPPS 

oleh para pengelola GJM dan para auditor UPPS  

2. Peningkatan kompetensi para pengelola Gugus Jaminan Mutu 

GJM dan para Auditor AMI UPPS untuk menyusun dokumen 

mutu SPMI yang digunakan dalam proses audit di UPPS masing-

masing dan kekhasan dari setiap program studi 

3. Tersusunnya draft dokumen SPMI UPPS. 
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F. Penutup 

  Demikian laporan kegiatan ini dibuat sebagai pertanggung 

jawaban kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan 

Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

      Banda Aceh, 17 Maret 2022 

      Sekretaris LPM, 
 

       
      Dr. Buhori Muslim, M.Ag. 

 



















PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM 

PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DISAJIKAN PADA 

PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU TANGGAL 14-15 MARET 2022

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



PENJAMINAN MUTU

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)Pasal 52 ayat (3) UU Dikti
Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tnggi (SN Dikti)

Tinggi

dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu    : Sistem Penjaminan Mutu 

Bagian Kedua     : Standar Pendidikan Tinggi 

Bagian Ketiga     : Akreditasi
Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima    : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Dasar Hukum

PEN
Pendidikan Tinggi



Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan 

oleh Perguruan Tinggi.

Mutu
Pendidikan

Tinggi

Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan

Tinggi (SPM Dikti)

adalah
secara

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi
berencana dan berkelanjutan.

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh
Sistem Penjaminan
Mutu Internal

(SPMI)

setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana 

dan berkelanjutan.

3



Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukanSistem

Penjaminan 

Mutu Eksternal 

(SPME)

kelayakan dan tingkat
tinggi.

pencapaian mutu program studi dan perguruan

Pangkalan Data
Pendidikan

Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan
perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

tinggi seluruh

4



SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi
PENJAMINAN MUTU

(Standar Dikti)

SPMI

P

SPME/Akreditasi

Budaya Mutu
E

▪
▪
▪

Pola
Pola

Pola

pikir

sikap 

perilaku

P P

P P
P E

berdasarkan
Standar Dikti

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; 

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan 

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan StatusAkreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi StatusAkreditasi dan Peringkat Terakreditasi

5

Sistem

PEN
Pendidikan Tinggi



ngsi

DIKTI *Sumber: Creating a culture of quality, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

❑ Tujuan SPM Dikti
menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan,

sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

We define a “true culture of quality” as
Budaya Mutu

an
o

o

environment in which employees:
not only follow quality guidelines; but

▪
▪
▪

Pola
Pola

Pola

pikir

sikap 

perilaku
also consistently see  others taking

quality-focused actions; Pola Perilakuberdasarkan
Standar Dikti hear others talking about quality; ando

o

Pola Pikir
feel quality all around them*. Pola Sikap

❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang bermutu.

tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan

6

Tujuan dan Fu

SPM



PENJAMINAN MUTU

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi Pasal 5 Ayat (6)
Permenristekdikti

No. 62/2016
↓

SPMI ditetapkan dalam 

peraturan pemimpin 

perguruan tinggi bagi 

PTN atau peraturan 

badan hukum

penyelenggara bagi PTS, 

setelah disetujui senat 

atau senat akademik 

perguruan tinggi.

oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan
otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

tinggi memiliki

▪

▪

Internally driven;

Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, 
inspirasi (inspiring) tentang:

o Tujuan SPMI;
o Prinsip SPMI;
o Manajemen SPMI (PPEPP);
o Dokumen SPMI;
o Praktik baik SPMI.

Direktorat Penjamu) memberikan

7

Sifat Pengembangan SPMI

Tujuan Pengembangan SPMI

Sistem

PEN
Internal (SPMI)



Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun
2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan

siklus kegiatan yang terdiri atas: Akreditasi sbb:

Penetapan
Dikti

Standar

P Evaluasi Data dan
Informasi

Penetapan Status Akreditasi

dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi 

Status Akreditasi dan P

eringkat Terakreditasi

Pelaksanaan
Dikti;

Evaluasi

Standar

E
P P

(Pelaksanaan)
Standar Dikti;

Pengendalian 

(Pelaksanaan) 

Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar

Dikti.

P P
P E
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INTI SPMI INTI SPME



dalam satu jenis
kan vokasi

ng ditetapkan

IMPLEMENTASI

Per m en ri s tekdi k ti No. 62

Tahun 2016 Pas al 8 ay at 4 cPol i teknik/A kadem
i/ Akademi

Ko m u n itas
Sek o lah Ti n g g i

Memben tuk un it
kh u s u s SP MIFak u l tas

Meng in tegras ik an
im pl em en tasi SPMI ke

Uni t Pengelo la
Pro gram Studi

Uni t Pengelo la
Pro gram Studi

Uni t Pengelo la
Pro gram Studi

dalam manajemen PT

• Pas al 1 an g k a 17 UU Di k ti
Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran

Meng o m bi n as ik an
model di atas

keduayang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidi

• Pas al 33 ay at (4) UU Di k ti

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola ya oleh 

Perguruan Tinggi

9

MODEL ORGANISASI

Aras

SPMI





KEBIJAKAN MUTU SPMI











MANUAL MUTU 
SPMI



Manual SPMI :

• Adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis
mengenai cara, langkah atau prosedur tentang
bagaimana Standar Dikti suatu PT ditetapkan, 
dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, 
dikendalikan pelaksanaannya, ditingkatkan mutunya
secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang 
bertanggung jawab untuk melaksanakan pada semua
aras dalam PT



Manfaat Manual SPMI :

1. Panduan bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI 
maupun dosen serta non dosen, dalam mengimplementasikan SPMI 
sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan
budaya mutu.

2. Petunjuk bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi serta ditingkatkan
secara berkelanjutan.

3. Bukti tertulis bahwa SPMI pada PT yang bersangkutan memang telah
diimplementasikan.



Isi Manual SPMI PT

• Cara menetapkan (merancang dan merumuskan), 
melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, 
mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan
secara berkelanjutan Standar SPMI PT

• Bagaimana semua pejabat struktural atau unit khusus
SPMI PT mengimplementasikan SPMI PT secara
sistemik dalam satu siklus pada semua aras dalam PT



Dalam Dokumen Manual SPMI PT

Akan dimuat pula petunjuk praktis tentang bagaimana melakukan sesuatu, yang 
tertuang dalam format dengan bermacam sebutan, antara lain:

a. Prosedur kerja, yaitu uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau
dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. Urutan langkah
tersebut menggambarkan adanya suatu proses yang berurutan, sistematis, logis, 
dan koheren;

b. Instruksi kerja, yaitu prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis;

c. Prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) atau protocols, instructions, dan
worksheets. Prosedur lazim digunakan untuk sesuatu kegiatan yang bersifat rutin
dan berulang;

d. Prosedur yang perlu dilakukan agar dihasilkan capaian mutu yang sama
walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.



Macam Manual SPMI
(berkaitan dengan pentahapan SPMI)

1.    Tahap Penetapan Standar :

• Tahap ketika seluruh Standar Dikti dirancang, dirumuskan, hingga
disahkan oleh pihak yang berwenang pada PT

2. Tahap Pelaksanaan Standar

• Tahap ketika isi seluruh Standar Dikti mulai dilaksanakan untuk
dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab
untuk mewujudkan.



Lanjutan…
3. Tahap Evaluasi (Pelaksanaan) Standar :

• Tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau
pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan
Standar Dikti.

4. Tahap Pengendalian (Pelaksanaan) Standar :

• Tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan Standar
Dikti memantau dan melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ 
penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Dikti.

5. Tahap Peningkatan Standar :

• Tahap ketika Standar Dikti telah dicapai kemudian ditingkatkan
mutunya secara berkala dan berkelanjutan.





Pedoman Menulis Manual SPMI

Sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut :

• Tulis secara jelas, ringkas padat, dengan bahasa sederhana (lugas, 
hemat kata, kalimat aktif pendek namun utuh/lengkap).

• Sebagai sebuah petunjuk praktis cara mengerjakan sesuatu, penulisan
manual harus konsisten, sistematis, koheren, dan logis, seperti
misalnya jelas menguraikan langkah demi langkah, tahap demi tahap, 
secara kronologis ataupun sekuensial.

• Dalam menulis manual, penulis harus memposisikan diri sebagai
pihak pemakai manual tersebut



Lanjutan…..

• Manual selalu berkaitan erat dengan kebijakan dan standar, sehingga
ini perlu disebutkan secara eksplisit dalam setiap manual.

• Buatlah tampilan sedemikian rupa agar terlihat menarik dengan
misalnya, menggunakan kertas berkualitas tinggi, ilustrasi dengan
gambar/bagan/diagram yang dibuat berwarna, dan dicetak secara
profesional.

• Edit draf manual untuk mengoreksi, antara lain tata bahasa, gaya
bahasa, kohesi, kejelasan, dan ketepatan pemilihan kata

• Terbitkan dan distribusikan manual secara efektif agar mudah dan
cepat diperoleh semua pihak yang berkepentingan



Proses Penyusunan Manual SPMI

1. Didahului dengan penyusunan Standar Dikti. 

2. Memahami siklus PPEPP untuk tiap Standar Dikti

3. Memahami struktur organisasi dan deskripsi kerja. 

4. Penentuan langkah-langkah/prosedur untuk masing-masing manual 
yang meliputi PPEPP (bagaimana melaksanakannya), termasuk siapa
yang melaksanakan, berikut durasi/waktunya. 

5. Sangat dianjurkan sekaligus menentukan dokumen yang harus ada
dan merancang form terkait.



Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI

2. Luas lingkup Manual SPMI (manual PPEPP)

3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan

4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu

5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI 

6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan

7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan

sebagai bagian dari Manual SPMI 

8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI
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